
1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang·Undang 32 
Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Pelayanan Program Pelayanan Adrninistrasi Terpadu 
Kecamatan di Kabupaten Purworejo; 

a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kualitas dan 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan 
program Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan yang dilaksanakan pada masing-rnasing 
Kecamatan di Kabupaten Purworejo; 

b. bahwa guna mernberikan panduan kepada 
penyelenggara dan kepastian kepada penerima 
pelayanan terhadap kualitas penyelenggara dalarn 
memberikan pelayanan secara berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau dan terukur, perlu disusun 
standar pelayanan program tersebut; 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN AOMINISTRASI TERPADU 
KECAMATAN DI KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/04/2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 

10. Peraruran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/ 11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur 
(SOP) Administrasi Pemerintahan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pwworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Pwworejo (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2012 Nomor 17); 



Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan program PATEN adalah 
untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara dalam 
memberikan pclayanan secara berkualitas, cepat, mudab, 
terjangkau dan terukur sehingga dapat mewujudkan pclayanan 
prima kepada penerima pelayanan. 

(2) Tujuan disusunnya Standar Pelayanan program PATEN 
adalah untuk memberikan kepastian dalam pemberian layanan 
kepada penerima pclayanan. 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

BABU 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupatcn Purworcjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyclcnggara Pemerintahan Dacrah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya 

disingkat PATEN, adalah penyelenggaraan pclayanan publik 
di Kecamatan dari tahap pcrrnohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dalam satu tempat, 

5. Kecamatan adalab Kecamatan di Kabupaten Pwworejo. 
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo. 
7. Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kcrja Perangkat Dacrah di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang mcnyclcnggarakan pclayanan 
publik. 

8. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk 
melaksanakan monitoring dan evaluasi PATEN. 

9. Standar Pclayanan adalah tolok ukur yang dipcrgunakan scbagai 
pcdoman pcnyelenggaraan pelayanan dan acuan pcnilaian kualitas 
pclayanan sebagai kcwajiban dan janji pcnyelcnggara kcpada 
masyarakat dalam rangka pclayanan yang berkualitas, ccpat, 
mudah, terjangkau dan terukur. 

10. Rekomcndasi adalah naskah dinas yang bcrisikan keterangan/ 
pcnjelasan untuk mendukung sesuatu ha!. 

11. Lcgalisasi adalah kcgiatan mengesahkan tanda tangan pcjabat yang 
tclah mclakukan pengesahan atas sebuah dokumen dan bukan 
melegalisasi isi dari dokumen tersebut. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB l 



(3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. proses penerbitan Kartu Keluarga; 
b. proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk; 
c. pemberian rekomendasi permohonan Akta Kelahiran; 
d. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; 
e. penerbitan surat pindah penduduk dalam Daerah; 

(2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. pemberian rekomendasi lzin Keramaian; 
b. pemberian rekomendasi Izin Pentas Seni; 
c. pemberian rekomendasi pembangunan pasar desa; 
d. pemberian rekomendasi penampungan dan penyaluran Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI); 
e. pemberian rekomendasi pembangunan kawasan perumahan 

oleh pihak swasta; 
(. pemberian rekomendasi proses pendirian tempat ibadah; 
g. pemberian rekomendasi lzin Mendirikan Bangunan (IMB); 
h. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan 

dengan luas kurang dari 1oom2 (seratus meter persegi), tidak 
bertingkat, dan non investasi 

i. pemberian rekomendasi Izin Gangguan; 
j. penerbitan izin cuti bagi Kepala Desa; 
k. penerbitan izin bagi anggota Sadan Perrnusyawaratan Desa 

(BPD) yang akan mendaftar sebagai calon Kepala 
Desa/perangkat desa/ anggota legislatif. 

(1) Jenis pelayanan dalarn PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a meliputi: 
a. Pelayanan Perizinan; 
b. Pelayanan Non Perizinan. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati 
ini meliputi: 
a. jenis pelayanan; 
b, persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan; 
c. waktu penyelesaian pelayanan; 
d. biaya pelayanan; 
e. organisasi penyelenggara; dan 
f. Tim Teknis PATEN. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 



(2) Prosedur/ proses pelayanan dalam program PATEN di Daerah 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran llI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Standar Pelayanan program PATEN untuk di Daerah selengkapnya 
adalah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I dan II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(5) Persyaratan, waktu penyelesaian dan besaran biaya pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran I dan n yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut 
berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
adalah besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh 
penerima pelayanan atas suatu jenis pelayanan yang telah diterima, 

(2) Waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses dari setiap jenis. 

(I) Persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 
persyaratan teknis maupun administratif. 

Pasal 5 

f. pemberian legalisasi pengajuan pindah penduduk keluar 
Daerah; 

g. pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris; 
h. pemberian Jegalisasi proposal; 
1. penerbitan surat dispensasi nikah; 
j. pemberian rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK); 
k. pemberian legalisasi surat keterangan/pengantar; 
I. pemberian rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada 

desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo; 

m. pemberian surat keterangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), survey 
dan penelitian; 

n. pemberian legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 



Dalam memberikan pelayanan, Organisasi Penyelenggara wajib 
menerapkan prinsip penyelenggaraan program PATEN sebagai berikut: 
a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; 
b. kejelasan terhadap: 

l. persyaratan teknis dan administratif; 
2. pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian permasalahan 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pclayanan; 

3. rincian biaya pelayanan dan tata cara membayaran; dan 
4. proses pelayanan. 

c. kepastian dan tepat waktu, yaitu pclaksanaan pelayanan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 

d. akurasi, yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan 
sah; 

e. bertanggungjawab, yaitu pimpinan Organisasi Penyelenggara atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik; 

f. kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 
prasarana, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang rnemadai, 
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika (telematika); 

g. kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; 

h. keoermatan, yaitu hati-hati, teliti dan telaten; 
i. kejujuran, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi 

pelayanan bersikap jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan 

j. keamanan dan kenyamanan, yaitu proses dan produk pelayanan 
dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum. 

Pasal 8 

Organisasi pcnyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan jasa dan/ atau pelayanan administrasi; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelolaan informasi; dan 
d. pengawasan internal. 

Pasal 7 



Personil dalam organisasi penyelenggara dalam memberikan pelayanan 
wajib berperilaku: 
a. adil dan tidak diskriminatif; 
b. peduli, teliti dan cermat; 
c. honnat, ramah dan tidak melecehkan; 
d. bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang 

berlarut-larut; 
e. bersikap independen; 
f. memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; 
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 
h. menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi organisasi 

penyelenggara di setiap waktu dan tempat; 
1. tidak membocorkan informasi dan/ atau dokumen yang menurut 

ketentuan/peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; 
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan; 
k. tidak menyalahgunakan sarana dan/ atau prasarana pelayanan; 
I. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi; 
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan 

yang dimiliki; 
n. sesuai dengan kepantasan umum; dan 
o. profesional dan tidak rnenyirnpang dari prosedur. 

Pasal 12 

Organisasi Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan 
prasarana yang diperuntukkan bagi penerima layanan dengan 
kebutuhan khusus, lanjut usia, wanita hamil dan wanita menyusui. 

Pasal 11 

Organisasi Penyelenggara yang bennaksud mengubah atau 
memperbailci sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN, wajib 
memberikan pengumuman dan/ atau memasang tanda-tanda yang 
jelas di tempat yang mudah diketahui. 

Pasal 10 

(2) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana 
dan prasarana atau fasilitas PATEN dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan/ peraturan perundang-undangan. 

(1) Sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN dilarang dipergunakan 
untuk kegjatan yang tidak scsuai dcngan peruntukannya. 

Pasal 9 



Laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan 
secara langsung kepada penanggungjawab organisasi penyelenggara 
maupun melalui kotak pengaduan/saran, layanan pesan singkat 
(SMS). 

Pasal 14 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB IV 

(5) Susunan Keanggotaan Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Ketua; 
b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua; 
c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris; 
d. Kepala Unit Kerja yang membidangi pengelolaan keuangan 

sebagai Anggota; dan 
e. unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan. 

(4) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah 

dilakukan oleh kecamatan baik melalui laporan yang 
disampaikan Camat, maupun kunjungan langsung ke 
kecamatan penyelenggara PATEN; 

b. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang 
bidang perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan, 
efektifitas pelaksanaannya dan mengetahui hambatan 
hambatan penyelenggaraan wewenang tersebut; 

c. melakukan evaluasi megenai penyelenggaraan PATEN dan 
pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat. 

(3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 
penyelenggaraan PATEN. 

(2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim 
Teknis PATEN. 

Pasal 13 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABIJl 

 

 

 

 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 112 SERI E NOMOR 49 

TRI HANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

TI'D 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 5 Desember 2013 

MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

'ITD 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 5 Desember 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

KETENTUANPENtrrUP 

BABV 

 

 

 

 



NO JENIS PERSYARATAN WAKTU BIAVA SlFAT KET. PELA YANAN 
1 Pemberian 1. Surat Pcngantar 15 Gratis Diteruskan ke 

Rekomendasi Kepala Dcsa/ Lurah menit Polsek 
Izin Keramalan 2. Susunan 

Kepanitiaan/ 
Penanggungjawab 

3. Fotokopi KTP 
Penanzzuneiawab 

2 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 Gratis Diteruskan kc 
Rekomendasi Kepala Dcsa/ Lurah menit Polsek 
lzin Pentas Seni 2. lzin Keramaian dari 

Polsek 
3. SK Kepanitiaan 
4. Fotocopy KTP 

Peno.nggungjawab 
5. Rekomendasi dari 

Pamong Budaya 
Disdikbudoora 

3 Pemberian I. Surat Pengantar 2 bari Gratis . Cek Lokasi 
Rekomendasi Kepala Desa/ Lurah - Diteruskan ke 
Pembangunan 2. Site Plan Dinas 
Pasar Desa 3. SK Kades tentang koperindagpa 

Pengclola rKab. 
4. Bukti Kepemilikan Purworejo 

Tan ab 
5. Persetujuan 

Lingkungan 
6. Surat Pernyataan 

Kesanggupan 
Penzelola Linzkunean 

4 Pemberian l. Surat Pengantar 2 hari Gratis · Cek Lokasi 
Rekomendasi Kepala Desa/Lurab • Diteruskan ke 
Penampungan 2. lzin Lingkungan Dinsosnaker 
dan Pcnyaluran 3. SIUP trans 
TKI 4. Surat Pemyataan 

Kesanggupan 
Pengelola Lingkungan 

STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM ADMlNISTRASl TERPADU KECAMATAN 

DI KABUPATEN PURWOREJO 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR l 12TAHUN 2013 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
TERPAOU KECAMATAN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 

 



5 Pemberian 1. Surat Pcngantar 2 hari Gratis · Cek Lokasi 
Rckomcndasi Kepala Desa/Lurah • Diteruskan kc 
Pembangunan 2. Bukti Kepemilikan Bappeda, 
Kawasan Tanah Dinas PU, 
Perumahan 3. Site Plan KPMPT 
oleh Pihak 4. lzin Llngkungan 
Swasta 5. Ookumen UP!....UKL 

6 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratis • Cek Lokasi 
Rckomcndasi Kepala Desa/ Lurah • Diteruskan ke 
Proses 2. Persetujuan Kantor PMPT 
Pendirian Llngkungan Kab. 
Tempat lbadah 3. SK Pengelola Tempat PuIWOrejO 

lbadah 
4. Bukti Kepemilikan 

I status tanah 
5. Rekomendasi dari 

Kemenaz 
7 Pembcrian 1. Surat Pengantar 15 Gratis Diteruskan ke 

Rekomendasi Kepala Desa/Lurah menit KantorPMPT 
!MB 2. Oambar Kab. Purworejo 

3. RAB 
4. Surat Keterangan 

Tanah tidak dalam 
sengketa 

5. SPPT 
6. Fotokopi Sertifikat/ 

Letter C 
7. Surat pemyataan 

Kcpemilikan Tanah 
bagi Pemohon yang 
bukan eemilik 

8 Pcncrbitan 1. Surat Pcngantar 3 hari Sesuai Selcsai di Cek Lokasi 
IMB< !OOm•, Kcpala Dcsa/Lurah Tarif Kee. 
tidak 2. Oambar Pcrda 
bertingkat, non 3. RAB 
investasi 4. Surat Keterangan 

Tanah tidak dalam 
sengketa 

5. SPPT 
6. Fotokopi Sertifikat I 

Letter C 
7. Suratpernyataan 

Kepemilikan Tanah 
bagi Pemohon yang 
bukan oemilik 

9 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratis - Cck Lokasi 
Rekomendasi Kepala Desa/Lurah - Ditcruskan ke 
lzin Oangguan 2. lzin Llngkungan KantorPMPT 

3. IMB Kab. 
4. Surat Pcmyataan Purworejo 

Kesanggupan 
Pengclolaan 
Lln:lmn1>an 

10 Pencrbitan 1.zin 1. Surat Pcrmohonan 30 Gratis Selesai di 
Cuti Kepala Cuti mcnit Kee. 
Dcsa 2. Surat Penunjukan Pit 

Kades sclama Cuti 

 

 

 

 



NO JENIS PERSYARATAN WAKTU BIAVA SIFAT KET. 
PELA YANAN 

I Proses 1. Surat Pcngantar 14 hari Scsuai Sclesai Pennendagri 
Penerbitan KK Kepala Desa Tari! di Kee. No37Th. 

2. Fotokopi Akte Perda 2010 
Kelahiran/Surat 
Kelahiran/ Surat 
Kematian 

3. KK lama (asli) 
untuk perubaban 

4. Surat Pindab 
2 Proses l. Surat Pcngantar • KTP Scauai Sclesai Permendagri 

Penerbitan Kepala Ocsa Reguler Tarif di Kee. No37 Th. 
KTP 2. Fotokopi Alcte 14 hari Perda 2010 

Kelabiran/Surat • E-KTP 
Kelabiran 2 bulan 

3. Fotokopi KK • (Disduk 
4. Surat Pindah cap ii) 
5. Hadir secara oribadi 

3 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 menit Gratis Diteruskan ke 
Rekomendasi Kepala Desa Disdukcapil 
Permohonan 2. Blangko resmi dari Kab. 
Akta Kelahiran Disdukcapil yang Purworejo 

telah diisi dan 
ditandatangani 

3. Blangko Surat 
Keteranzan Lahir 

4 Penerbitan l. Surat Pcngantar 20 menit Gratis Selesai 
Surat Kepala Desa di Kee. 
Keterangan 2. Surat Keterangan 
Kependudukan rekamdata 

keoendudukan 
5 Penerbitan 1. Surat Pengantar 15 menit Gratis Sclesai 

Surat Pindab Kepala Desa di Kee. 
Penduduk 2. 3 lembar Foto 4x6 
dalam Daerah berwarna merah 

3. KTPAsli 
4. KK Asli (apabila 

seluruh anggota 
keluarga yang 
pindah) 

5. SKCK 

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN 
PROGRAM ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

DI KABUPATEN PURWOREJO 
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TENTANG 
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PROGRAM PELAYANAN ADMJNISTRASI 
TERPADU KECAMATAN 
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6 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 menit Gratis Diteruskan kc 
Legalisasi Kepala Desa Disdukeapil 
Pengajuan 2. 4 lembar Foto 4x6 Kab. 
Pindah berwama merah Purworejo 
Penduduk 3. KTP Asli 
keluar Daerah 4. KK Asli (apabila 

seluruh anggota 
keluarga yang 
pindah) 

5. SKCK 
1 Pemberian 1. Surat Pengantar 30 menit Gratis Selesai 

Legalisasi Kepala Desa di Kee. 
Surat 2. Surat Keterangan 
Keterangan Ahli Waris yang 
Ahli Waris akan dilegalisasi 

3. Surat Keterangan 
KepalaDesa 
ten tang 
kelengkapan Ahli 
Waris, keabsahan 
tanda tangan Ahli 
Waris 

8 Pemberian 1. Surat Pengantar 20 menit Gratis Diteruskan kc 
Rekomendasi Kepala Desa dinas teknis 
Proposal 2. Proposal ranzkao 6 

9 Penerbitan 1. Surat Pengantar 30 mcnit Gratis Diteruskan kc 
Surat Kepala Desa Kemenag Kee. 
Dispensasi 2. Pennohonon 
Nikah Dispensasi kepada 

Kemenaa Kee. 
10 Pemberian 1 . Surat Pengantar 15 menit Gratis Diteruskan kc 

Rekomendasi Kepala Desa Polsek 
SKCK 2. 6 lembar foto 4x6 

berwama merah 
11 Pemberian 1. Surat yang asli 15 menit Gratis Selesai 

Legalisasi 2. Fotokopi surat yang di Kee. 
Surat akan dilegalisasi 
Keterangan/ 
Penzantar 

12 Pemberian I. Proposal/DPA Desa 60 menit Gratis Diteruskan ke 
Rekomendasi 2. SPJ termin Dinas/ 
Pencairan sebelumnya Lembaga 
Bantuan 3. SK Panitia teknis 
Keuangan 4. Fotokopi KTP ketua 
kepadaDesa dan Bendahara 
yang 5. Fotokopi buku 
bersumber rekening desa 
dariAPBD 6. Kwitansi 

Penerimaan 
Rangkap 6 (enam) 
yang bermaterai 
6000 1 (satu) 
lembar 



MAHSUNZAIN 
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13 Pemberian 1. Surat Pe.ngantar 30 menit Ora tis Selesai 
Surat Lembaga di Kee. 
Keterangan 2. Surat Rekomendasi 
KKN, Survei dari Kcsbangpol 
dan Penelitian 3. Surat lzin dari 

KPMPT 
14 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 menit Oratis Selesai Oiteruskan 

Legalisasi Kepala Ocsa di Kee. RS 
SKTM 

 

 

 

 



J 
MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO 

T'TD 

BAGAN 
NO URAIAN KEOIATAN PEMOHON PETUOAS KEPALA SEKSI YANG SEKRETARIS CAMAT INFORMASI/ SfAI' MEMBlDANOI KECAMATAl'I 

I Staf menyapa pcmohon yang datang I . 
memberitahul<an l«>lengkapan syarat 

. . I 
2 •• Pc.mohon mengajukan permohonan lc-ngkap • 

denpn perayaratan I J b. P.,n,gaa pcla,yanan memcriksa / melakulcan 
vairtkaai buku dan pertimbangan I administraai 

3 Jika tidal< lenglcap berlcaa dlkembolikan kepada <> pemohon untuk dilcngkapi, jika perayarata.n 
LENGKAP malca berkas dilanjutkan ke Kcpala Selusi 
vaee membidamzi 

4 Kepala Sebi yang membidangj mempclajari bcrlcas J. 
permobonan dan melakukan validasi selanjutnya I I discrahkan kc Sta! untuk diketik I . 

5 Sta! mcnc:e.tak aural sekaligua memberikan I . I 
- .. omoran 

6 Kasi yang membiclanei mengprekoi dan m<nW1lf, I I l sclajutnya eurat dilar\jutka.n ke Sckrctari1 .. 
~tan I 

7 Selaetaria Kecamatan mengorekal dan memanol' I aurat. ae.la.r\jurnya diaerahkan Co.mat unruk 
ditandatanpni. Jika tidak ada Sekretaria 
Kccamatan cukun Ke-1"' Sekai vana mcmbLot .... ...: 

8 Stal mema.nggil pcmohon untuk membayar I rctrlbusi dan ata.u menyerahkan surat. Jika ada I I rem.Dusi sta.f mcncatat pembe.yaran . 
9 Pemohoo mencrima surat dan kwita.nsi I I 

I pcmbayaran 

UMPIRANlll 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 112 TAHUN 2013 
TENTANO 
STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 

BAGAN ALUR PROSEDUR/ PROSES PELAYANAN STANDAR PEI..AYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUATEN PURWOREJO 

• 

 


